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Pasal 4 ayat(3
)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan
perlindungan yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Akan tetapi dalam prakteknya masih
terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi/label dan iklan pangan
yang lengkap sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat 3 UndangUndang
Nomor
18 Tahun
2012
tentang Pangan.
Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan
kewajiban pencantuman informasi dari hasil produksi pangan industri rumah
tangga, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak
mencantumkan informasi dari hasil produksinya dan menjelaskan upaya yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
hukum sosiologis
(law in action
). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan, yang kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat
diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian
ini.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada pelaku usaha yang
belum memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga sebagai pemenuhan informasi dari hasil produksi
pangan mereka. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha masih menggunakan
bahan tambahan pangan Boraks atau Asam Borat dan senyawanya 
(Boric Acid)
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Badan Pengawas Obat dan Makanan
adalah pengawasan yang belum merata dan sanksi yang diberikan hanya berupa
teguran serta pembinaan kepada pelaku usaha.
Disarankan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan dan mencantumkan
informasi secara lengkap pada produknya dan menggunakan bahan tambahan
pangan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kepada Dinas Kesehatan Kota
Banda Aceh dan BPOM agar megawasi produk pangan Industri Rumah Tangga
sebelum dan sesudah beredar secara ketat dan memberikan sanksi yang tegas
seperti pemusnahan produk, pencabutan izin edar serta sanksi pidana kepada
pelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
